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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR |¢| TAHUN 2019

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :© a
b.
i
Mengingart A

WALIKOTA METRO,

bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 215
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 r(entang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor © Tahun
2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuwangan Deerah dan Pasal
111 Peraturan Menteri Dalam Negerli Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahupn 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020; .

bahwa Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun
Anggaran 2020 merupakan persujudan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 yvang dijabarkan ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Duerah serta Prierites dan Plafon Anggaran Sementara
vang telah disepakati bersama antara Pemerintah Dasrah
dengan Dewsn Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan
Rakyvat Daerah Kota Metro;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huwuf a dan huraf b diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kols Metro tentang
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Angparan 2020,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pejak
Bumi dan Bangunan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312] sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1594 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Momor &2, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTAMERBang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang

o

106.

11.

Permnbentuksn Kabupaten Dati I Way Kanan, Kabupaten
Dati [I Lampung Timur dan Kotamadya Dati IT Metro
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1999 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MWomor 38235);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang
Penyclenggaraan Negara vang Bersin dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme [Lembaran Negara
Repullik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lemhbaran Negara Republik Indenesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 lentang keuangan
MNegara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaTabiun 2000 Nomor 4286,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional [Lembaran Wegara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomotr | Tahun 2004  fenlang
Perbendaharaan  Wegara (lembaran MNegara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenlang
Pemeriksaan Pengelolean dan Tanggunglawab Keuangan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 44000;

Undang-Undang Nemeor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunen Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negera Republik Tndonesia Nomer 4421,

Undang-Undang  MNomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  [Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 126, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 44.38);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Normor 4700);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tlenlang
Keterbukasn Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indones:a Nomor 4846);
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTAIM.EEEBQ'mg— Undang Nemor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

13.

14.

16.

14.

Dacrah dan Retribusi Daerah (Lermnbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomeor 130, Tambahan Lembararn
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembenlukan Peraluran Perundang-undangan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0234

Undang-Urdang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran WNegara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerabh (Lembaran Negara  Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Tndonesia Nomor 5587), sehagaimana
diubah beberapa kali terskhir dengan Undang-Undang
Momor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noemer S679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20104 tentang
Adminitrasi emcintahan  (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintgh Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Walil Kepala
Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2000 Nomor 10%, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Argoota Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Nepara Republik [ndonesin Nomor
4416) sebapaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Neomor 21 Tehun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran WNegara Hepublik Indoncsia
Nomaor 47 12);

2. Peraluran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum, (Lembacan
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 458
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
45072) sebagaimana lelsh diubah  dengan DPeraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Eepublik Tndonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5340);



jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTAddEPE dluran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang

=1

22,

23

24,

20,

27

28.

Dana Perimbanegan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahsn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 457 5);

Peraturan Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2005 lentang
Sislermn Informasi Keuwsngan Daerah (Lembsaran Nepara
Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4376)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nornor 63 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonecsia Tashun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5155);

Perdluran Pemerintah  Nomeor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pencrapan Standar Pelayanan
Minimal (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 1530, Tambahan Lembaran Nepara Repuhlik
Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah  Nomer & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keouangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia
Momor 4614);

Peraturan Pemerintzh Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Penpelolsan Uang Negara/Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4738);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan HRecncana Pembangunan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemcerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan  Pendidikan  [Lembaran  Negara  Republilk
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomer 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanlaatan Inscntif Pemungutan
Pajak [Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Wegara
Hepublik Indonesiz Tahun 2010 Nomeor 119, Tembahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomeor S161);

Peraturan Pemecrintah Nomor 71 Tahun 2010 lenlang
Standar Akurtansi Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635);
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BAGIAN HUKUM SETDA KOT Al Epdt@uran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

30,

31.

32.

33,

3¢,

35.

Pinjaman Daerah (Lemberan Negara Republik Indoncsia
Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5214);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 lentang
Hibah Daerah [Lembaran Negara Republik Indornesia
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndunesia Nomor 3272);

Persiuran Permnerintah Nomor 27 Tabhun 2014 tentang
Pengelulaan Barang Milik Negara/Daerah  [Lembaran
Negara Hepublik [ndenesia Tahun 2014 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5333);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 lentang
Pedoman  Pembinaan Dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

I'craturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keusngan Daerah  (Lembaran  Negara
Republizx Tndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar H322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahLembaran Negara
Republik Indonesia Tabhun 2018 Nomor 33,

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan
Peraluran Menteri Dalam Neperi Nomor 21 Tahun 2011
Berita MNegara Republik [ndonesia Tabhun 2011 Nomor
310,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian [libah dan Bantuan Sosial
vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah [Berita Negara Republik Indonssia Tahun 2011
Nomor 450] sebagaimana tclah diubah beberapakah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 [(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomuor 541);

A7 . Perataran Mentleri Dalam Negeri Nomer 80 Tohun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negerl Nomor 120 Tahun 2018 (Berila Negsra
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



AR Persiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layvanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 213);

30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33Tahun 2019
tentang Pedoman Penyvusunan Angparan Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Herita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 653);

40, Peraluran Daecrah Kota Metro Nomoe 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perrangkat Dacrah
Kota Metra (Lemharan Daerah Kota Metro Tahun 2016
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Melro
Nowmor 24

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO
MEMUTUSEAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020,

Pagal 1
Anggaran Pendapatan dan RBelanja Dacrah Tahun Anggaran 2020 sehagai
berikut :
1. Pendapalan Rp. 243,590.908.656,69
2. Belanja Rp.1.009.521.608.621 6%
Surflus (Defisit] (Rp.65.930.699.965,00)
2. Pembiavaan Dacrah :
a. Penermasn Rp.67.930,699.965,00
k. Pengeluaran Rp, 2,000,000, 0040, 00
Pembiayaan Netio Ep 65.030.690 965,00
Hisn Lebih Pembiavaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. Nihil
Pasal 2
(1} Pendapatan Dasrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal | terdiri dari
4. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Ep. 178.466.801 656,69
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 628.661L.778.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yvang
sah sejurmlah Rp. 126.462.329.000,00
121 Pendaparan Asli Daerah sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan :

1. Pajak Daerah sejumlah Rp. 25.685.285,359,00
b, Retribusi Daerah sejumlah Rp. £.361.624.000,00
¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang

dipizsahkan sejumlah Rp. 4.894 352,257 69

d. Lain-Lain Perddapatan Asli Daerah
vang sah sejlunlah Rp. 141.525.23%.840,00
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BAGIAN HLf\g}UNﬂ}ﬁﬁEQ‘%m%EE%Qhagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin

dari jenis pendapatan :
a. Dana Bapi Hasil Pajak/ Bagi

Hasil Bukan Pajak scjumlab Rp. 21.092 830.000,00
L. Dana Alokasi Umum scjurnlah Rp. 477.318.875.000,00
. Trana Alokasi Khusus scjumlah Rp. 137.250.073.000,00

i4] Lain-Lain Pendapatan Daerah vang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) buruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan ;
a. Pendapatan Hibah Rp. 15.897.400.0040,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Dacrah Lainnyva scjumlah Rp. 57.000.000.000,00
c. Dana Penyesuaian Olonomi Khusus scjumlah Rp. 53.564.929.000,00

Pagal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | terdiri dari :
a. Belanja Tidalk Langsung sejumlah Rp. 405.780.805.517,00
L. Belanja Langsung sejumlab Ep. 603.740.803.104 589

(2] Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1) buruf a
lerdint dari jenis belanja

4. Belanja Pegawai sejumlah Rp, 367.400.023.280 00
b. Belanja Hibah scjumliah Ro. 32.473.650.228,00
¢, Belanja Banluan Sosial sejumlah Ep. 1.402.500.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaien,/Kota dan

Pemerintahan Desa Ep. 3.998 646,000 00
¢. Belanja Tidak Terdups scjumlah Rp. S00.000.000,00

(3] Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huraf b terdiri dari
jenis helanja :

a. Delanja Pegawal sejumlah Rp. BR.237.664,250,00
Ir. Helanja Barang dan Jasa scjumlah Rp. 319.756.861.105,69
2. Belanja Modal sejumlah Rp. 185.746.277.749,00
Pazal 4
i1} Pembilavaan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dar ;
a. Penerimaan sejumlah Rp. &7.930.899.965,00
b. Pengeluaran scjuumlah Ep. 2.000.000,000,00

(2] Penenmaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a terdini dari jenis
pembiayaan:
A. Sisd Lebik Perkitungan Angparan
Tahun Anggaran sebelumnya scjumlah Rp. 67.930.699.965,00
b, Pencrimaan Pinjaman Dacrah scjumlah Rp. -
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BAGIAN HUKHY! Shdiife lfafanVsetia@aimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

Uratan lehih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebapsimana
dimaksud dalamPasal 1, tercentum dalam Lampiran yang merupakan bagian

jenis pembiayasn ;

A, Penyertaan Modal (Investasi} Pemerintah

Daerah scjumlah
br. Pembayaran MPokok Utang sejumlah

Rp. 2.000.000.000,-
Rp. -

Pasal 5

vang tidak terpisahlan dar Peraluran Dacrah ini, terdiri dari @

1.

=

9

10,

12,
13.

Lampiran |

Lampiran TI
Lampiran I
Lampiran TV

Lampiran ¥V

Lampiran VI

Lampiran VII
Larmpiran VI
Lampiran 1x

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIIT

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut  Urasan  Pemerintahan,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menumit urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasl, Program dan Keglatan;

Eekapitulasi Belanja Dacrah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah  dan

Funpgsi dzalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Mepara;
Daftar Jumlah Pegawal Per-Golongan dan  Per-
Jabatan;

Daltar Piutang Daerah;
Dafrar Penvertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Dacrah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan asel
lainnyva,;

Daftar kegiatan-kegialan tahun anggaran sebelumnya
vang belurm digelesalkan dan dianggearkan kembali
dalam lahun anggaran ini;

Naftar Dana Cadangan Daerah; dun
Daftar Pinjaman Daerah dan Ohligasi Daerah.
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Pasal &

Walikola menetapkan Peratoran Walikota fentang  Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
Argearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angegaran 2020,

Pasal 7
Peraluran Dagrah ind mulad berlaku pada tanggal diundangkan.

Apar seliap orang mengctahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan
Duaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan Jdi Metro
Pada tanggal 2% -2 — 2019

____.--"-\'l"_l Sy
% \ wag:;;ﬁm METRO,
A e

{1 P\ )

Niundangkan di Metro
pada tanggal pz -v2- 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG:;
(iS5 MTR/ 2019)
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